BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN BANK UMUM DAN PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN DAN

REKENING PENGELUARAN PADA BANK UMUM

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :a. bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19

Mengingat

o 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan untuk mendukung
kelancaran penerimaan dan pengeluaran daerah guna
memaksimalkan pelayanan publik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
tentang Penunjukan Bank Umum Dan Pembukaan Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959. Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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11.

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiki
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12.

13.

14.

15.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENUNJUKAN BANK UMUM DAN PEMBUKAAN REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN PADA BANK
UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.
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12. Peraiuran Menteri Dalam Negeri wvo.uor 13yTalun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59:Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
-~ PENUNJUKAN BANK UMUM DAN PEMBUKAAN REKENING
: PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN PADA BANX
UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM .

Pasal 1 : f;

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegare

2. Pernerintah Daerah ddalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten KutarKartanegara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah vang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

6. Keuarigan Daerah adalah semua hak den lwvaiiden daersh
dalam rangka penyelenggaraan pemerifttanan crerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

Rekening penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk
menampung penerimaan daerah setiap hari.

Rekening Pengeluaran adalah rekening yang diisi dengan dana
yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah untuk
membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dalam APBD.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rekening Penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo
nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening
Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada
akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian
dengan Bank Umum bersangkutan.

Rekening Pengeluaran pada bank umum yang ditunjuk diisi
dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum
Daerah.

Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan
yang telah ditetapkan dalam APBD.

Jumlah dana yang disediakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk menampung rencana kegiatan beberapa SKPD
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau
rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum
Daerah.

Pasal 3

Bentuk penerimaan daerah adalah seluruh penerimaan yang
tertera dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penerimaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan/atau
penerimaan lainnya yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta penerimaan
Pembiayaan.

Bentuk pengeluaran daerah adalah seluruh pengeluaran yang
tertera dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud ayat (3) yaitu,
Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengeluaran
Pembiayaan.

Pasal 4

Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat membuka rekening
penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
penerimaan daerah.

Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat membuka rekening
pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
pengeluaran daerah.



(3) Bank Umum yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang daerah adalah
Bank Kaltim Cabang Tenggarong dan Bank Rakyat Indonesia
Cabang Tenggarong.

(4) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum
Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan, yang
sekurang-kurangnya harus mencakup :

a. jenis pelayanan yang diberikan;

b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke
Rekening Kas Umum Daerah;

. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;

d
e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
f. kewajiban menyampaikan laporan;

g

sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang
harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan
perjanjian; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

(1) Penarikan dana dari Rekening pengeluaran di Bank Umum
dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/ Kuasa
Bendahara Umum Daerah.

(2) Pemindahbukuan dana dari rekening pengeluaran pada Bank
Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/
Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III
UANG DAERAH

Pasal 6
(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
(2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
uang dalam Kas Umum Daerah, Rekening Pengeluaran, uang

pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara
Pengeluaran daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Apabila dikemudian hari perlu untuk melakukan perubahan,
pengurangan dan/atau penambahan atas isi dari Peraturan
Bupati ini, akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Maret 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Sy

.,

RITA WID
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPAT TAI KARTANEGARA,

YANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 37



